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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja)
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.
Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah
(APIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
dan berwibawa.

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan arah
dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan,
pembinaan, serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
daerah, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan
tahun sebelumnya, isu-isu strategis, serta kebutuhan pengawasan
yang berbasis risiko. Dengan demikian, diharapkan kinerja
pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan
akuntabel.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih memiliki keterbatasan
dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena
itu, kami mengharapkan dukungan, kerja sama, dan sinergi dari
seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam
pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2026.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat dimanfaatkan

secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan
-

iii



memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Kkualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, 22 Desember 2025
Inspektur

SNty

Serieli Bawamenewi, SH, CGCA
NIP.19830905 200802 1 001




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan dokumen perencanaan
tahunan yang memuat program, kegiatan, serta sub-kegiatan pengawasan yang
akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih, dan akuntabel. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat serta bagian integral dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 yang disusun
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Salah satu tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026 yaitu Terwujudnya Birokrasi Kelas
Dunia. Sasaran dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kualitas tata Kelola



pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel, Meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang prima adaptif, inovatif dan melayani.

Dalam rangka memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan secara
optimal dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, maka Renja
Inspektorat ini disusun secara sistematis dengan tetap mengedepankan prinsip
akuntabilitas, transparansi, serta mendukung pencapaian tujuan reformasi
birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan Inspektorat sebagai Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang andal dalam menjaga integritas,
efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat daerah,
dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang setiap
tahunnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan
partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanan dan penganggaran maka
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 serta menjadi dasar
Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA
PPAS).

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2026 mempedomani peraturan — peraturan yaitu:
1. undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2000;

2. undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;



10.

11.

undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan
dan kinerja Instransi pemerintah daerah;

peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian
internal;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045;

peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kepulauan
Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan

Mentawai Nomor 54 Tahun 2022.



1.3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan acuan dalam
penentuan program kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2026 dalam
rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat
Kabupaten kepulaun Mentawai secara berkesinambungan.

Rencana Kerja ini didasarkan pada Rencana RKPD Kabupaten
Kepulauan Mentawai tahun 2026 dan Rencana Strategis Inspektorat
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029.

2. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah
untuk:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan serta
sub-kegiatan pengawasan Inspektorat yang mengarah pada
pencapaian tujuan Pembangunan baik ditingkat daerah maupun
nasional;

2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian
target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada
pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah;

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (strakeholder) Inspektorat
Daerah dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pengawasan,;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan
(PKPT) Berbasis Risiko dengan menetapkan focus atau sasaran

prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan

bermanfaat.



1.4

Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan

Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja dengan detail

agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik.

1.1

1.2

1.3

1.4

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses penyusunan
Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan Rancanan APBD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
perangkat daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Inspektorat Daerah tahun 2026

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis
besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Menggambarkan kajian/ reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Inspektorat

Daerah tahun lalau (tahun n-2) dan Perkiraan capaian berjalan (n-1)

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Inspektorat Daerah

Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat




BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.

3.2.

3.3.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelasakan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas
Pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Derah

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan penjabaran

rencana kerja tahunan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, dan

subkegiatan beserta kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai

sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup

Menjelaskan catatan-catan penting yang perlu mendapat perhatian baik

dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024
dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
Pada Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaskaan Renja
Inspektorat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang sedang
berjalan, serta pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan
Renja Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026. Adapun
Inspektorat memiliki tujuan dan sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama
yaitu:
1. Tujuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah
a. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan manajemen
risiko perangkat daerah.
b. Mewujudkan peran APIP yang profesional dan berintegritas.
2. Sasaran Strategis
a. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Meningkatnya tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan
perundang-undangan;
c. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan aparat
pengawasan eksternal;
d. Meningkatnya maturitas SPIP dan penerapan manajemen risiko di
perangkat daerah;
e. Meningkatnya kapabilitas dan profesionalisme APIP;
f. Meningkatnya budaya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan
pemerintah daerah.



Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama tertuang pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan tahun 2024

No. ssg-ﬁzir; mx?;l;t;r Satuan ’E%Elzrt Re;{])i;:si Keterangan
1 2 3 = 5 7
1 | Meningkatnya | Maturitas Level 3 3 Tercapai
Kapabilitas SPIP
Pemerintahan | Persentase Persentase 85 71,63 Belum
Tindak Tercapai
lanjut
temuan
Kapabilitas Level 3 3 Tercapai
APIP
2 | Meningkatnya | Opini BPK Nilai WTP WTP Tercapai
Kualitas Tata | WBK/ OPD 3 0 Belum
Kelola WBBM Tercapai
Pemerintah Nilai SAKIP Nilai B BB Tercapai
yang  Bersih | Persentase Persentase 86 100 Tercapai
dan Akuntabel | QPD yang
telah
menerapkan
SPIP

Dari tabel diatas disampaikan bahwa 2 sasaran strategis Inspektorat
tersebut didukung oleh 3 (tiga) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan, dan 29 (Dua
Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam
Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp9.899.660.137 (Sembilan Miliar
Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu
Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) Dalam Pelaksanaanya, program tersebut
dapat diselesaikan seluruhnya atau sebesar dengan realisasi anggaran

Rp9.488.948.747 (Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Puluh



Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat
Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 95,85%.

Pelaksanaan program-program Inspektorat Daerah Tahun 2024 seperti yang
tertuang pada tabel 2.2 di bawah ini :
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Penjelasannya Total Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebesar
Rp9.899.660.137 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta
Enam Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian
belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sebesar Rp.7.351.383.437,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga
Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan
realisasi sebesar Rp.7.007.261.547,- (Tujuh Miliar Tujuh Juta Dua ratus Enam Puluh
Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Program Penyelenggaraan
Pengawasan Rp.2.211.660.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Sebelah Juta Enam Ratus
Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realiasi sebesar Rp.2.171.939.528,- (Dua Miliar
Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima
Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi sebesar Rp.336.616.700,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam
Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar
Rp309.747.672,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu
Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Reviu Renstra Tahun
2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang diteapkan seperti dalam Tabel 2.3
berikut :
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Dari data sebagaimana tabel 2.3 di atas, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Inspektorat

Daerah

a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1

urusan, 3 program, 10 kegiatan, 29 sub kegiatan

dengan 29 indikator kinerja sub kegiatan;
b. Dari 29 Sub Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Sub

Kegiatan semuanya telah mencapai 100% sesuai

dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

: ; Target =
No. e It e Satuan Tahun s Keterangan
Strategis Kinerja 2024
2024
1 2 3 4 5 7
1 Meningkainya | Maturitas Level 3 3 Tercapai
Kapabilitas SPIP
Pemerintahan Persentase Persentase 85 71,63 Belum
Tindak lanjut Tercapai
temuan
Kapabilitas Level 3 3 Tercapai
APIP
2 Meningkatnya | Opini BPK Nilai WTP WTP Tercapai
Kualitas Tata | WBK/ WBBM OPD 3 0 Belum
Kelola Tercapai
Pemerintah Nilai SAKIP Nilai B BB Tercapai
yang  Bersih | Persentase Persentase 86 100 Tercapai
dan Akuntabel | OPD yang
telah
menerapkan
SPIP

Sumber: Lakip Inspektorat Tahun 2024
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c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan tahun 2024, diketahui bahwa

beberapa indikator kinerja utama Inspektorat

Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mencapai

target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor strategis maupun teknis sebagai
berikut:

Faktor Strategis

a) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik
dari sisi jumlah maupun kompetensi auditor dan
pengawas, sehingga belum sepenuhnya mampu
mengakomodasi seluruh kebutuhan pengawasan
secara optimal;

b) Tingginya kompleksitas dan cakupan wilayah
pengawasan, Kkhususnya kondisi geografis
Kepulauan Mentawai yang terdiri dari pulau-pulau,
berdampak pada efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan pengawasan;

c) Belum optimalnya komitmen dan sinergi lintas
perangkat daerah, terutama dalam
menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan
secara tepat waktu;

d) Keterbatasan dukungan anggaran, yang
mempengaruhi intensitas pelaksanaan
pengawasan dan pengembangan kapasitas SDM.

2. Faktor Teknis

a) Perencanaan kegiatan yang belum sepenuhnya
berbasis risiko (risk based), sehingga prioritas
pengawasan belum sepenuhnya selaras dengan

kebutuhan strategis organisasi;

19



d.

b) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung,
termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam
pelaksanaan pengawasan dan pelaporan kinerja;

c) Kendala administratif dan teknis operasional,
seperti keterlambatan pengumpulan data dukung
dan penyampaian laporan dari perangkat daerah
yang diawasi;

d) Perubahan kebijakan dan regulasi, yang
memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan

kegiatan dan pengukuran kinerja.

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya

meningkatkan kinerjanya dalam hal ini telah melakukan:

1. Meningkatkan pengembangan kompetensi APIP melalui
bimtek/ pelatihan/ kediklatan/ workshop/ sosialisasi;

2. Menempatkan diri sebagai partner strategis OPD dalam
rangka memaksimalkan fungsi consulting yang mengawal
ketercapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai;

3. Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagi unsur baik
auditor dan PPUPD maupun pihak manajemen dan
pengupayaan rapat koordinasi disela-sela kesibukan;

4. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawsan Tahuna
Berbasis Resiko, dengan menetapkan dokumen
Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) yang
telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko;

5. Peningkatan kualitas audit kinerja sehingga dapat menilai
aspek ekonois, efisien dan efektivitas atas pelaksanaan
program strategis dengan mempertimbangkan hasil
penilaian resiko pada instansi yang menjadi obrik

pemeriksaan;

20



6.

7.

Berkoordinasi secara instens dengan Institusi Pembina
dalam rangka pencapaian kapabilitas APIP dan kinerja
Inspektorat Daerah;

Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

e. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tindak lanjut
meningkatkan kinerja adalah:

8

Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang
ketercapaian kapabilitas APIP secara berkala;
Melakukan Koordinasi yang lebih intens dan bekala
dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat selaku Instansi
Pembina Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Memberikan pembinaan dan penegasan secara terus
menerus kepada obyek pemeriksaan yang belum
menindaklanjuti hasil temuan pengawasan baik ekstern
maupun intern;

Terus melakukan peningkatan pada kompetensi APIP
melalui diklat/ bimtek/ pelatihan/ workshop/ sosialisasi
yang semakin interns;

Melakukan penilaian risiko strategis OPD dan mengawal
OPD dalam rangka meminimalisir risiko;

Menyusun rencana Kkerja reformasi birokrasi di
lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai dan mensosialisasikan kepada seluruh
pegawai;

Melaksanakan rencana aksi dengan didasari komitmen
bersama oleh seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten

Kepulauan Mentawai.
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya yaitu membantu Bupati membina dan mengawasai
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pada
dasarnya Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang
bertugas melaksanakan pengawasan dengna menjalankan fungsi
penjaminan mutu (quality assurance) dan konsultasi (consulting),
sehingga secara tugas pokok dan fungsi tidak melaksankan fungsi
pelayanan kepada Masyarakat. Adapun pelayanan yang
dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan pelayanan yang
bersifat konsultatif/ consulting kepada Perangkat Daerah Lain.

Berdasarkan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2023-2026, Inspektorat Daerah melaksanakan Urusan
Pengawasan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu
pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra
Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026 sehingga pengukuran
kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolak ukur dan
indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Pada Tahun
2026 Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah
menggunakan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang merupakan
turunan dari dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2025-2029.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Inspektorat
Daerah terdapat dalam tabel 2.7 dan untuk target kinerja
Inspektorat Daerah tahun 2025-2029 terdapat dalam tabel 2.8
berikut:
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Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun

2024, 2025
e Sasaran Indikator S 2024 2025
Strategis Kinerja Target | Realisasi | Target | Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya | Maturitas Level 3 3 3 2
Kapabilitas SPIP
Pemerintahan | Persentase Persentase 85 71.63 88 71.72
Tindak
lanjut
temuan
Kapabilitas Level 3 3 3
APIP
2 | Meningkatnya | Opini BPK Nilai WTP WTP WTP WTP
Kualitas Tata | WBK/ OPD 3 0 4
Kelola WBBM
Pemerintah Nilai SAKIP Nilai BB
yang Bersih | Persentase | Persentase 3 3 3 2
dan OPD yang
Akuntabel telah
menerapkan
SPIP

Sumber: Lakip Inspektorat Tahun 2024, 2025

Evaluasi Capaian Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.

Penyelenggaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah tidak
lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang
timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan
pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maupun isu-isu
yang bersifat eksternal.

a. Permasalahan dan hambatan internal:
1) Sumber daya dan kompetensi aparatur masih terbatas
seperti:
2) Sertifikat manajerial Pimpinan APIP;
3) Ketersediaan Auditor/PPUPD Ahli Pertama;
4) Ketersediaan Auditor/PPUPD Ahli Muda;
5) Ketersediaan Auditor/PPUPD Ahli Madya.
b. Sumber daya anggaran masih terbatas seperti:
a) Belum terpenuhinya anggaran Inspektorat 1% dari pagu
anggaran daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun;
b) Belum terpenuhinya insentif pengawasan.
c. Sarana dan prasarana penunjang operasional masih terbatas:

a) 30% Auditor /PPUPD belum didukung fasilitas kerja yang

memadai;

b) ruangan pemeriksaan belum memadai;
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d. Permasalahan dan hambatan eksternal yang dihadapi dalam

menjalankan fungsi diantaranya:

1. Kebijakan yang masih tumpang tindih dan sering berubah
ubah;

2. Perubahan lingkungan sosial, ekonomi dan politik;

3. Koordinasi lintas OPD belum optimal;

4, Adaptasi terhadap perkembangan teknologi belum
optimal;

5. Tingkat kepercayaan masyarakat pada instansi
pemerintah masih rendah;

6. Benturan kepentingan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Secara khusus, sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
mendukung misi ke-8 dengan tujuan “Meningkatnya Kualitas
Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” Untuk
selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses
membandingkan antara Rencana awal RKPD Tahun 2026 dengan
hasil Analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Inspektorat

Daerah Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel
dibawah ini.
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah
dilaksanakan = musyawarah  Perencanaan  Pembangunan
(Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui
Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah. Dari hasil
pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring
berbagai aspirasi Masyarakat maupun para pemangku
kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan
Program/ Kegiatan yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah
selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan
reses oleh DPRD Kabuapaten Kepulauan Mentawai. Usulan yang
disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau
harapan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang
direncanakan.
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap arah kebijakan nasional diperlukan untuk memastikan bahwa
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai selaras
dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen
perencanaan seperti RPJMN 2025-2029, RKP Tahun 2026, serta kebijakan teknis dari
kementerian/lembaga terkait, khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri (Itjen Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).

Adapun arah kebijakan nasional tahun 2026 mengacu pada sasaran RKP 2026,
dengan tema: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
tema ini diperkuat dengan prioritas nasional yang relevan dengan peran Inspektorat,
antara lain:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

a. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan
pembangunan.

b. Penguatan pengawasan internal pemerintah dalam mendukung
tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Stabilitas Keamanan dan Kepastian Hukum.

a. Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penguatan APIP.
b. Peningkatan kapasitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
terintegrasi.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penguatan peran APIP dalam penjaminan mutu pelayanan publik berbasis hasil

evaluasi dan pengawasan.
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Transformasi Digital Pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan berbasis elektronik
(e-audit, e-monitoring) untuk efektivitas dan efisiensi. Kebijakan Pengawasan
Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah mengarahkan Inspektorat Daerah untuk:

Melakukan pengawasan secara preventif dan detektif, bukan hanya represif.

. Menyusun dan melaksanakan program pengawasan tahunan berdasarkan

pendekatan risiko (risk-based audit).
Mengoptimalkan sinergi antara APIP daerah dan APIP pusat, serta penguatan
kapasitas SDM pengawas.
Mendukung peran Inspektorat Daerah sebagai Quality Assurance dan
Consulting Partner bagi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan nasional dan daerah, Inspektorat

Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu memperhatikan arahan dan kebijakan dari:

a.

Kementerian Dalam Negeri, melalui Itjen dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah.

BPKP, sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP.

KPK, dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

d. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terkait

pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam koordinasi pengawasan
lintas daerah dan penguatan peran APIP regional.

Dari hasil telaah kebijakan nasional tersebut, maka terdapat beberapa

implikasi langsung terhadap perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2026, yakni:

a. Perlu penguatan sistem pengawasan berbasis risiko terhadap program

strategis daerah dan penggunaan dana transfer.
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b. Meningkatkan fungsi pendampingan dan reviu terhadap perencanaan dan
penganggaran daerah agar lebih tepat sasaran.

c. Mendorong pelaksanaan penilaian mandiri SPIP dan kapabilitas APIP
secara berkala.

d. Perluasan fungsi pengawasan tematik yang selaras dengan prioritas
nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar,

dan reformasi birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra
Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan
kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran
pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam
Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2026-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-
2029, yang kemudian menjadi tujuan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026. Dalam
mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Daerah. Demikian Pula
dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah
Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat
Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana tabel 3.1 berikut:
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3.3 Program dan Kegiatan
Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis,

dan terpadu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah pada Tahun 2026
terdiri dari 3 rumusan Program, 10 rumusan Kegiatan, 33 Sub
Kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan
pada tahun 2026 adalah sebesar Rp6.996.237.819,- (Enam Milyar
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh
Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan sumber
pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Berikut adalah Rangkaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang
dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Daerah, seperti tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3. 2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran (Rp)

INSPEKTORAT 6.966.237.819,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

5.444.221.627,00
PEMERINTAH DAERAH

A.1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.257.306.466,00

11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 4.153.266.466,00
Penyediaan  Administrasi  Pelaksanaan

1.2 104.040.000,00
Tugas ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat

A.2 212.892.000,00
Daerah
Pendidikan dan  Pelatthan  Pegawai

2.1 212.892.000,00

Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran (Rp)

A.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 534.085.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

3.1 13.000.000,00
Penerangan Bangunan Kantor

3.2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.357.000,00

3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 130.846.400,00

3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 15.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

3.5 15.000.000,00
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi

3.6 g P g 308.382.000,00
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang  Milik Daerah

A.4 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas

4.1 0,00
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

4.2 0,00
atau Lapangan

4.3 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 0,00

4.4 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

A5 276.390.000,00
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

5.1 ) 95.400.000,00
Air dan Listrik

5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 180.990.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

A.6 163.547.761,00

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran (Rp)
Penyediaan Jasa Pemelihraan, Biaya
Pemelihraan dan  pajak  Kendaraan
6.1 13.986.000,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya
iy Pemeliharaan, Pajak dan  Perizinan 34.004.000,00
' Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
6.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.000.000,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor
6.4 ) 87.557.761,00
dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
B 1.237.787.200,00
PENGAWASAN
B.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal 940.242.000,00
1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 73.918.000,00
1.2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 67.610.000,00
1.3 Reviu Laporan Kinerja 222.888.000,00
1.4 | Reviu Laporan Keuangan 64.043.000,00
1.5 Pengawasan Desa 300.477.000,00
1.6 Kerjasama Pengawasan Internal 109.501.000,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
1.7 Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 101.805.000,00
Lanjut Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan
B.2 il e 297.545.200,00
Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian
2.1 147.192.400,00
Negara/Daerah
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No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran (Rp)

2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 284.228.992,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,

C 284.228.992,00
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang

C.1 55.242.000,00
Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang

1.1 55.242.000,00
Fasilitasi Pengawasan

C.2 | Pendampingan Dan Asistensi 228.986.992,00
Pendampingan dan Asistensi Urusan

2l 54.010.000,00
Pemerintah Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan

2.2 ) 55.345.000,00
Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta

2.3 | Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan 71.099.000,00
Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi

2.4 48.532.992,00

Penegakan Integritas

Total

6.966.237.819,00
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Tahun
2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program,
kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan
pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan
beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu
diperhatikan, yaitu;

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026
serta Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029;

2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN Kabupaten Kepulauan
Mentawai.

3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan
kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-
isu strategis Inspektorat Daerah;

5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan;
dan sumber-sumber pendanaan yang dipergunkan untuk membiayai
pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunna dengan
mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan
terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan
pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 6.966.237.819,00- (enam miliar
sembilan ratus juta enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu
delapan ratus sembilan belas rupiah ). Berikut rangkaian program, kegiatan
dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas,
pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.444.221.627,00,-.
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat yang terdiri dari 6 kegiatan
dan 19 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp4.257.306.466,-.
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp
4.153.266.466,-

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan
anggaran sebesar Rp104.040.000,-

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp212.892.000,-.
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi, dengan anggaran Rp212.892.000,-
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar RpS534.085.400,-.
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar
Rp13.000.000,-

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran
sebesar Rp51.357.000,-

3) Penyediaan Bahan Logistik, dengan anggaran sebesar
Rp130.846.400,00,-

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan
anggaran sebesar Rp15.500.000,-

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan, dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
dengan anggaran sebesar Rp308.382.000,-

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah
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Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,-. Kegiatan ini

terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar RpO,-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
dengan anggaran sebesar RpO,-

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran
sebesar Rp0,-

Pengadaan Aset Tak Berwujud, dengan anggaran sebesar
RpO,-

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.276.390.000,-.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1)

2)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik, dengan anggaran sebesar Rp95.400.000,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan
anggaran sebesar Rp180.990.000,-

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp163.547.761,-.

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp13.986.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp34.004.000,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan
anggaran sebesar Rp28.000.000,-

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Gedung Lainnya, dengan anggaran sebesar
Rp87.557.761,-.
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2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Anggaran untuk program ini sebesar Rpl1.237.787.200,-.

Program ini dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu yang terdiri dari

4 Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus yang terdiri dari 2

kegiatan dan 9 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp940.242.000,-.

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan anggaran
sebesar Rp73.918.000,-

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan
anggaran sebesar Rp67.610.000,-

Reviu Laporan Kinerja, dengan anggaran sebesar
Rp222.888.000,-

Reviu Laporan Keuangan, dengan anggaran sebesar
Rp64.043.000,-

Pengawasan Desa, dengan anggaran sebesar
Rp300.477.000,-

Kerja Sama Pengawasan Internal, dengan anggaran
sebesar Rp109.501.000,-

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan APIP,
dengan anggaran sebesar Rp101.805.000,-

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp297.545.200,-.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1)

2)

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah,
dengan anggaran sebesar Rp147.192.000,-

Pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan anggaran
sebesar Rp150.352.800,-

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.237.787.200,-.
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, Irban Wilayah dan Irban
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Khusus yang terdiri dari 5 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai

berikut:

a.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp55.242.000,-. Kegiatan
ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi

Pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp55.242.000,-

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp54.010.000,-.
Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi
Birokrasi
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp55.345.000,-
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp71.099.0000,-
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp48.532.292,-.
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BABV

PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini memuat tujuan,
sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan
pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi
pedoman bagi, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai di dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan satu tahun
kedipan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta
indikatornya pada Renja Inspektorat Daerah pada prinsipnya
diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah ini berpedoman pada
Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dimana seluruh
program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra tahun
2026 telah termuat dalam Renja.

3. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah ini juga berpedoman
pada RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026,
dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen
perencanaan;

4. Renja Inspektorat Daerah in akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum
ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Inspektorat Daerah;

S. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi
perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah. Begitu pula dalam penyusunan DPA
dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil
pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai

dan Evaluasi Bupati; dan
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6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam
Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja
Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis
dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak
terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan
melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder
pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini
diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi
acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah pada
Tahun Anggaran 2026.

Tuapejat, 22 Desember 2025
Inspektur Daerah

&3 Wi o

Serieli Bawamenewi, SH, CGCAE
NIP. 19830905 200802 1 001
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